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MOTTO 

 

Begitu banyak orang menghabiskan kesehatan mereka untuk 

mendapatkan kekayaan, dan kemudian harus menghabiskan kekayaan 

mereka untuk mendapatkan kembali kesehatan mereka. (A.J. Reb 

Materi).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A.J Reb Materi, Pharmamedika, Jakarta, 2011, hal.23 
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RINGKASAN 

 Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa -

Bangsa (PBB) Tahun 1948 (Indonesia ikut menandatanganinya) menetapkan bahwa 

kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak 

mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam 

implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Program Jaminan Persalinan memberikan 

perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan 

tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat agar kebutuhan dasar 

kesehatannya yang layak dapat terpenuhi. Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu 

dalam Program Jaminan Persalinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dari Mata Anggaran Kegiatan (MAK) belanja bantuan sosial. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab untuk menjamin 

seluruh masyarakat miskin yang ada diwilayahnya agar tetap memperoleh pelayanan 

kesehatan. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum dimasukan dalam 

Keputusan Bupati akan tetap dijamin oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam 

Program bantuan pelayanan kesehatan keluarga miskin Non Jampersal yang lebih 

dikenal dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang dibiayai oleh Pemerintah 

Daerah di Kabupaten Banyuwangi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis 

mengambil 3 (tiga) permasalahan yang kemudian akan di bahas dalam penelitian ini. 

Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana wewenang pemerintah daerah dalam bidang kesehatan? 

2. Bagaimana pelaksanaan program Jaminan Persalinan (Jampersal) di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Genteng Kabupaten Banyuwangi? 
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3. Bagaimana kebijakan Bupati Banyuwangi dalam hal pendanaan bagi 

masyarakat yang masuk di dalam kepesertaan program Jaminan Persalinan 

(Jampersal)? 

 Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni untuk memahami dan mengetahui 

wewenang pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan, memahami dan mengetahui 

pelaksanaan program Jaminan Persalinan (Jampersal) di RSUD Genteng Kabupaten 

Banyuwangi, memahami dan mengetahui bentuk kebijakan keuangan daerah Bupati 

Banyuwangi melalui program Jaminan Persalinan (Jampersal) agar tepat pada 

sasaran. 

 Tipe penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang 

dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini 

memuat uraian yang sistematik tentang teori, konsep dan pengertian-pengertian 

yuridis yang relevan yakni mencakup: pemerintah daerah, pemerintahan daerah, 

keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, jaminan persalinan. 

 Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dalam bidang kesehatan sebagai amanat 

konstitusi dan Undang-Undang terkait walaupun secara lengkap dan detail tidak 

disebutkan. Kesimpulan kedua, Pelaksanaan program Jaminan Persalinan di wilayah 

Kabupaten Banyuwangi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Dalam 

pelaksanaannya program Jaminan Persalinan ini menemui hambatan. Kesimpulan 

ketiga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah membuat regulasi yang jelas tentang 

program Jaminan Persalinan ini, realisasinya diwujudkan dengan Peraturan Bupati 

Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Masyarakat Dan Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Di Kabupaten Banyuwangi. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati 

Banyuwangi tersebut menyangkut tentang pelaksanaan program Jaminan Persalinan 

di Kabupaten Banyuwangi. 
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